Menimbang :

Mengingat

FPRESIDEM
REPUBLIE INDOMESIA,

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG

UNIVERSITAS PERTAHANAN SEBAGAI PERGURUAN TINGGI

1.

a.

YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni
dan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi di bidang
pertahanan dan bela Negara, perlu mengatur penyelenggaraan Universitas
Pertahanan sebagai

perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh

Pemerintah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 220F ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Presiden
tentang Universitas Pertahanan Sebagai

Perguruan Tinggi Yang

Diselenggarakan Oleh Pemerintah;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang ....



Menetapkan :

FPRESIDEM
REPUBLIE INDOMESIA,

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintan Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG UNIVERSITAS PERTAHANAN
SEBAGAI PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH
PEMERINTAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan Universitas
Pertahanan atau dapat disebut Universitas Pertahanan Indonesia yang
selanjutnya disingkat Unhan adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan

oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 . ..



FPRESIDEM
REPUBLIE INDOMESIA,

Pasal 2

Unhan secara teknis akademik dibina oleh Kementerian Pendidikan Nasional

dan secara teknis fungsional dibina oleh Kementerian Pertahanan.

Pasal 3

Unhan menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi di bidang
pertahanan Negara dan bela Negara serta apabila memenuhi syarat dapat
menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan Unhas
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Pengelolaan keuangan berasal dari non Anggaran Pendapat dan Belanja
Negara menerapkan pola keuangan badan layanan umum sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini,
diatur oleh Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional, dan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, baik secara
bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-

masing dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 ...



FPRESIDEM
REPUBLIE INDOMESIA,

Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Aparatur Negara,
Pemerintahan Daerah, dan
Kesejahteraan Rakyat,

Faried Utomo, SH., MH.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



